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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMCR ¢ 16 TAHUN 1980
TENTANG

SEWA RUMAH MILTK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TING
KKT I JAMBI

DENGAN RAHVMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAIRAH TINGKAT I JAMBI.

Bahwa daiam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah,
maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah No.

14 Tghun 1965 tentang Scuwa Rumsh milik Pemerintah Dae-

rah Propinsi Deecich Tingrat I Jambie

Bahwa untuk itu periu mengatur kembali pungutan sewa @,
rumsh dimeksud cerngan sustu Peraturan Daersh.

Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.1ll2)-
tentang Pembentulzan Dacrah Swatantra Tingkat I Janbie

Undang-undang Wo.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38)
tentang Pokok=pckok Pemerintahan di Daerah.

Undang=undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan =~
Unmum Retribusi Dyorah.

Instruksi Presiden Kabinet No.10/EK/IN/12/66 tentang -
Intensifikasi Punzitan delam rangka usaha peningkatan-
penerimaan Nega"n

Instruksi Menteri Dalem Negeri Noeol Tahun 1972 tentang
Peningkatan Penghasilan Tacrah.

Surat Keputusan- 1*e ateri FUTL tangsal 1 April 1969 Noe-
70/Kp‘bs/§).969 tentang Pencltapan Sewa untuk Rumah Negeri,

Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977
N0 oSE~1416/DJA VIT.3/3/77.

Dengan Persetujuar ™-an Perimkilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Iibia



Menetapkan

MEMUTUSKAN

¢ Peraturan Daerah tentang Sewa Rumeh milik Pemerintah
Propinsi Daersh Tingkat I Jambi.

BAB I
KETETAPAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi,

2+ Kepala Pperah adalah Gubernure Kepala Daerazh Ting
kat IiJambie

3+ Dinas Pendapatan Daersh adalsh Dinas Pendapatan—
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi,

44 Pegowai Negeri adalah Pegawai Negeri Republik =
Indonesia termasuk Pegawai Daerah dan Pegawal =
Negeri yang diperbantukan pada Daerah.

)

5¢ Gaji pokok adalah Gaji pokok yang diatur menurut
Peraturan Pegawai Negeri.

6+ Rumah milik Pemerintah Daersh adalah Rumeh yang
dibangun dan dimiliki oleh Pemerintsh Daerah atau
yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah,

Pasal 2

le Sewa Rumah milik Pemerintah Daerah dipungut dary
Pegawai Negeri yang mendiami rumsh milik Pemerin
tah Daerah yang ditunjuk dengan Surat Keputusane
Kepala Daerch untuk mendiami Rumsh terscbut,

BAB II
Pasal 3

Besarnya Sews Rumah milik Pemerintah Daerah untuk -
1 (satu) bulan ndalsh sebagaimana terlampir dalam -
Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

1+ Sewa Rumah milik Pemerintsh Daersh harus dilunasi ;.
selambat-lambatnya pada akhir bulan.

2+ Bilamana tidak dilakukan pembayaran/pelunasan
sampai batas waktu tersebut pada ayat (1) pasal
ini, dikenakan tambahan pembayaran dend: sebegar
2% dari jumlah sewa yang harus dibayar, don tam
bahan denda tersebut harus dilunasi sckalipgus =
bersama-sama dengan pembayaran sewa terhutangs

Pasal 5

Uang sewa Rumah milik Pemerintah Daerah adnlsah meryu
pakap Pendapatan Daersh dan disetorkan pada Kas Dae
rah. ‘




BAB III
PELAKSANA
Pasal 6

Memunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melakssnakan
Peraturan Paerah ini. ,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 7

Halwhal yang belua diatur didalam Peraturan Daerah
ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat feputusan
Kepala Daerah, sebagai Peraturan Pelaksanaan darde
Peraturan Daerah ini, '

Pasal 8

Dengan berla%unya Peraturan Daersh ini, maka Pera-
turan No.l4 *ahun 1965 serta ketentuan dan Peratug
an lain yang bertentangan dengan Feraturan Daershe
ini, dinyatakan tidak berlaiu lagi.

Pasal 9

Peraturan Daersh ini mulai berlaku sejak diundangkan
dalam Lembaran Daerahe.

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jambi, 19 Januari 1980.
PROPINSY DAERAH TINGKAT I JAMBI GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
Ketua, JAMB I.
dto ~ dto
Supo HQ. ’ MASJCHUN SOFE@ SHe

Dimuat Dalam Lenbaran Iﬁae‘ffah Propinsi
- Daerah Tingkat I Jambi No. 157
Tanggal 23 = 9 - 1980 Sexi B Nos150

Sekretaris Wilayah/Dac-ch,
, dtan
SeHs ABDURRAHMAN SAY'"I.
 NIP: 430000332.



PENJELASAN
*'- TILN DAERAH PROPINSI DAFRAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 16 TAHUN 1980
TE'NTANG
SET". RUMAH MILIK PEMERINTAH DAFRAH PROPINSI DAERAN
TINGKAT I JAMBI

I. UMU M,

1. D>lam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah, dianggap
' rerlu untuk mengintensifkan, pelaksanaan pemungutarne
sewa rumah milik Pemerintah, yang selama ini hasil =~
yang didapat dari sumber tersebut masih kurang memae
Caile Sedangkan pungutan sews rumah milik Pemerintahe
_ Daerah tecsebut adalah merupakan salah satu sumbey -

Daersh yang dapat. ditingkatkan penerimaannyas.

Bahwa sumber Pendapatan Daerah yang dimaksud, diuga=
hakan peningkatan hasilnya dengan mengintensifkan
pungutan sewa rumah dimsksud,

2. Bahwa untuk mengatur pungutan sewa rumsh milik Pemee
rintah Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah.

IT. PELJZLASAN PASAL DEMI PAShLo

Pmu,, 1 cukup Jelas.
Pasal 2 cukup jelas,
Tamal 3 cukup jelas.
Faool b cukup jelas,
Pasal 5 cukup jelas.
Pzeal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas. '
2.ral 8 cukup jelase
Paséi 9 cukup jelas.




